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SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPttl LANGKAT,

bah、va untuk rnelaksanakan ketentuan Pasa1 81響 at(5)Peraturan
Peme五ntah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang―Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terltang Desa, perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati  Langkat  Tentang  Besaran
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

1.Undang―Undang  Nomor  7  Drt  Tahun  1956  tentang
Pembentukan Kabupaten hngkat(Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lernbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 1092);

2.Undang―Undag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5495);

3.Undang―Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perrlerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tttbahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Undang― Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang
Perubahal■ aねs Undang―Urldang Nomor 23 Tttun 2014 tentattg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan  Peme五ntah  Nomor  5  Tahun  1982  tentang
Pernindahan lbukota Kabtlpaten Daerah Tingkat H Langkat dari
Wilayah Kodya Dati I Bittai ke Kota Stabat di wil匈 ″ah
Kabupaten H Langkat(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1982 Nomor 9);

5,Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  TahlJn  1986  tentang
Perubahan Batas Wilttah Kotamadya Daerah Tingkat I Bil可 ai,

Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Deli Serdang(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1986,Tambahan Leinbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3323);



Peraturan  Pemenntah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang
Pelaksanaan Undang― Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5539),sebagailnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
No 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang― Undang No 6 Tahun 2014);
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belatta Negara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 56);
Peraturan h/1enteri Dalaln Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalaln Peraturan Bupatiini yang di maksud dengan:
1, Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

daerah yang menlimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yarlg mettadi
kewenangan daerah otonom。

3. Bupati addah Bupati Langkat.
4.Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang merniliki batas urilayah yang

be3venang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemenntahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara
Republik lndonesia.

5.Peme五ntahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  peme五 ntahan  dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Peme● ntahan Negara Kesatuan
Republik lndonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemeintahan Desa.
Kepala Desa adalah Kepala Desa di、″ilttah Kabupaten Langkat.
Perangkat Desa adalah para pembantu Kepala Desa di、、アilttah Kabupaten Langkat.
Alokasi Dana Desa yallg selan」 utl■ya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan
yang diterirrla Dacrah dalam Anggaran Pendapatan dal■ Belatta Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Anggaran Pendapatan dan Belatta Daerah, selattutnya disingkat APBD adalah
Rencana Keuangan Tahunan Peme五 ntah Daerah yang dibahas dan disetuJui
bersama olch Pemerintah Daerah dan De、 van Penvakilan Rattat Daerah dan
ditetapkal■ Peraturan Daerah.

11_Anggaran Pendapatan dan BelanJa Desa selan」 utnya disebut APB Desa adalah
Rencana Keuangan Tahunan Peme五 ntahan Desa.

12.Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selattutnya disebut
Siltap adalah Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dalll
peran3kat Desa yans berSumbOr dari ADD.

13.Rekening Kas Umum Daerah yang selan」 utnva disebut RKUD adalah Rekening
Kas Umuln Daerah Kabupaten Langkat.
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Pasa1 2

Maksud diberikannya Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tlntuk
meningkatkan kinetta dan kesttahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam
menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Desa.

Pasa1 3

¬ uan diberikannya Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah untuk rnettanlin
berlangsungnya Tugas Pemerintahan Desa yang dilaksanakan olch Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan  Desa,  pemberdayaan  masyarakat  Desa  dan  pembinaan
鐵 masyarakatan]Desa.

Pasa1 4

Siltap rrlerupakan hak bagi Kepala Desa dan Perangkat]Desa yang dibe五 kan sesuai
dengan beban tugas dan jabatan.

BAB II
SUlvIBER PENGALOKASIAN DAN PEMBERIAN
SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Baぎ額 Kesatu
Sumber Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasa1 5

Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalarFI APB Desa yang bersumber
dari ADD.

Bagian Kedua
Pengalokasian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasa1 6

(1)Penga10kasian ADD untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa rrlenggunakan
⌒

   penghitungan sebagai berikuti
ao ADD yang bettunllah kurang dari Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah)

digunakan inaksiina1 600/0(enalrl puluh perseratus);
b. ADD yang bettunllah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)sampai

dengan Rp.700.000.000,00 (t可 uh ratus juta rupi〔遥■)digunakan a■■tara
Rp.300.000.000,― sampai dengan paling banyak 50% (liina perseratus);

c, ADD yang bettllrnlah lebih da五 Rp.700.000.000,00(tlttuh ratus juta mpiah)
sampai dengan Rp.900.000,000,00(Sembilan ratus juta rupiah)digunakan
antara Rp.350.000.000,―  sampai dengan paling banyak 400/0(empat puluh
perseratus);darL;

d. ADD yang bettun■ lah lebih da五  Rp.900.000,000,00 (Sembilan ratus juta
rllpiah)digunakan antara Rp.360.000.000,一  sampai dengan paling banyak
30% (tiga puluh perseratus).

(2)Penga10kasian batas maksirrlal sebagaiinana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan
dengan mempertimbangkan eisiensi, junllah Perangkat kompleksitas tugas
pemerintahan,dan letak geografis.

(3)Besaran siltap maksirnal Kepala Desa adalah Rp.2.500.000,一 (dua juta lilna ratus
五bu ruPiah)Perbulan disesuaikan densan kC‐・ampuan kcual■ galll Dcsa`

(4)Besaran siltap Sekretans Desa paling sedikit 70% (tttuh puluh perscratus)dan
paling banyak 80% (delapan puluh perseratus)da五 Siltap Kepala Dcsa pcr bulan.
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(S) Besaran Si1tap perangkat Desa selaian Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima

puluh p"r**.u.t.rs) dai paling banyak 6}ok (enam puluh perseratus) dari Siltap

Kepala Desa Per bulan
(6) penetapan besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa di tiap-tiap Desa

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pemberian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

pemberian Siltap diberikan kepada I(epala Desa dan Perangkat Desa terhitung
sejak tanggal pelantikan.
Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang PNS tidak mendapat Siltap.

BAB III

MEKANISNIE PEMBERIAN SILTAP

Pasa B

Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dituangkan daiam APB Desa.
Siltap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari ADD yang disalurkan melaiui mekanisme transfer langsung dari
RKUD ke Rekening Kas Desa melalui bank yang ditunjuk.
Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {21
diberikan setiap bulan sebesar i / 12 (satu perciua belas) dari jumlah dana untuk
Siltap yang diterima per Tahun Anggaran.
Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

⌒
 (1)

(2)

(3)

(4)
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BAB IV
PENGHENTIAN PEMBERIAN SILTAP

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasa1 9

Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan apabila Kepala Desa dan
Perangkat Desa:
a. Habis rnasajabatan dan/atau lnencapai batas usia inaksilnal;
b. Meninggal dunia;
c.Diberhentikan.
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal sebelum habis masa」 abatan
dan/atau sebelum mencapai batas usia maksiinal diberikan Siltap sampai dengan
bulan yang bersangkutan.
Kepala Desa dan Perangkat]Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan
Siltap sttak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara dari pttabat yang
belwenang.

Pasa1 10

Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagai akibat
adanya pemberirentian sebagaimana tersebut pada Pasal 9 dialokasikan sebagai sisa
lebih perhitun6an Ang6aran (siLPA) APB Desa Tahun berikutnya,

(2)

(3)
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BAB V
EVALUASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal ll

Evaiuasi dilaksanakan oleh Peme五 ntah Daerah dalanl rangka untuk mengevaluasi
ketepatan waktu, besaran yang dite五 ma dan penerirna Siltap Kepala Desa dan
hr艶 3kat Desa.

Pasa1 12

(1)Pertanggung jawaban Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa rnerupakan bagian
yang tidak terpisahkal■ dari pertanggungjawaball ADD。

(2)Pertanggung jawaban Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dilengkapi
dokumen/bukti yang lengkap dan sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 13

(1)Dengan ditetapkannva Peratural■  ini, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017
⌒
    tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut darl

dinyatakan tidak berlaku.

(2)Peraturan Bupatiini mulai berlaku sttak l」 anuari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, Inemerintahkan pengundangan Peraturarl
Bupatiini dengan peneJmpatannya dalarll Be五 ta Dacrah Kabupaten hngkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tangga1 27 Febrtlari 2019

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN
Diundangkan diStabat
pada tangga1 27 Febru韻 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN mNGKAT TAHUN 2019 NOMOR:8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN7 SH
NIP.197308032002121005
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